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BUPATI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WAKATORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

BUPATI WAKATOBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 43
ayat (2} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar
Pelayanan Minima! Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wakatobi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupatl tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Wakatobi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Proinsi
Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambagan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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10.

11.

2.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

Peraturan menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor S Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupatén Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2

10.

Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelénggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.,

Bupati adalah Bupati Wakatobi.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah fasilitas pelayanan kesechatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat
pertama, dengan Ilebih mengutamakan wupaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
pada umumnya.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat
PPKBLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat, untuk menigkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualiaan dari
ketentuan penhgelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga seécara minimal;

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM lertentu, berupa masukan,
proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas
kepada masyarakat, mencakup peréncanaan, pelaksanaan,
evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu
sistem.
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11.

124

13}

14,

15.

(1)

(2)

(1)

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan
sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Perseorangan yamng selanjutnya disingkat UKP
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit
dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Puskesmas Non Rawat Inap adalah puskesmas yang tidak

menelenggarakan pelayanan rawat inap kecuali pertolongan
persalinan normal.

Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan
sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap,
sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman
kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.

Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan
dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

BAB 1lI

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU

PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan Masyarakat tingkat pertama Yyang
menjadi tanggungjawab BLUD Puskesmas meliputn

a. Upaya Kesechatan Perorangan tingkat pertama yang men jadi
tanggungjawab BLUD Puskesmas meliputi:

1) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
2) Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat;
3) Pelayanan Rawat Jalan:

a) Pelayanan Pemeriksaan Umum;

b) Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;

o) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Ppelayanan
Keluarga Berencana,
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4)
S)
6)
7)
8)

d Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Anak, Imunisasi dan
MTBS;

€] Pelayanan Konseling KIE (Komunikasi, Informasi dan
edukasi).

Pelayanan Laboratorium;
Pelayanan Pemeriksaan Khusus;
Pelayanan Farmasi;

Pelayanan Rawat Inap;

Pelayanan Ambulans/Puskesmas Keliling.

b. Upaya Kesehatan Masyarakat Perseorangan tingkat pertama
yang menjadi tanggungjawab BLUD Puskesmas meliputi:

1

2)

Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial meliputi:

a) Pelayanan Promost Kesehatan;

b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;

c) Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
d Pelayanan Gizi Masyarakat;

€) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
meliputt:

Pencegahan dan pengendalian penyakit Diare;
pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA;
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta;
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberculosis;
pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS;

pencegahan dan pengendalian penyakit Demam
Berdarah Dengue {DBD);

pencegahan dan pengendalian penyakit Malaria;

oo e

=

8. pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis;
9. pencegahan dan pengendalian penyakit Kecacingan,
10. Pelayanan Imunisasi;

11. Pengamatan penyakit (Surveilans Epidemiology);

12. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular (PTM).

Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
a) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat;
b) Pelayanan Kesehatan Jiwa;

¢) Pelayanan Kesehatan Gigl dan Mulut Masyarakat;
d) Pelayanan Kesehatan Tradisional;

e) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

fj Pelayanan Kesehatan Lansia.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Prosedur pelayanan BLUD Puskesmas secara umum dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. petugas pendaftaran mendaftar pasien yang mau berobat;

b. petugas pendaftaran mengantarkan rekam medis ke tempat
pekayanan yang dituju;

c. petugas pendaftaran meminta pasien menunggu di ruang tunggu
pelayanan;

d. petugas di unit pelayanan memanggil pasien;

e. petugas di unit pelayanan melakukan pengkajian pasien mulai
dari anamnesa dan pemeriksaan fisik;

f. petugas menentukan rencana perawatan yaitu dilakukan
tindakan medis, apabila perlu pemeriksaan penunjang
(Laboratorium), maka pasien diberi pengantar ruang
laboratorium, puskesmas, atau perlu rawat inap atau dirujuk;

g. apabila tidak perlu, maka pasien diberi resep obat;
h. pasien membawa dan menyerahkan resep obat ke ruang farmasi,

i. petugas farmasi memberikan obat dan menjelaskan cara
penggunaan obat;

j. petugas farmasi meminta pasien untuk mengisi poling survey

kepuasan;
k. Pasien pulang atau dilakukan rujukan.

Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian
tersusun dalam dokumen SPM Puskesmas tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABIV
PELAKSANAAN

Pasal 4

Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajb melaksanakan
pelayanan SPM dalam Peraturan Bupati ini.

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab  dalam  penyelenggaraan pelayanan yang
dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
ini.

Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakl_lkan oleh
tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
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(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

BAB V
PENERAPAN

Pasal 5

Pimpinan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan
peningkatan mutu pelaksanan tahunan Puskesmas yang
dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

disusun dengan menggunakan format Rencana Bisinis dan
Anggaran.

Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan

yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 6

Pembinaan teknis Puskemas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan
oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD
dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pembinaan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk tekni_s,
bimbingan teknis, pendididkan dan latihan atau bantuan teknis
lainnya yang mencakup:

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk
mencapai Standar Pelayanan Minimal;

b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal
dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;

c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Mijnimal;

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi
PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;

f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
g. pelaksanaan Anggaran; dan

h. akuntansi dan pelaporan Keuangan.
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8.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 7

(1) Pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi pengawasan.

2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang
) L
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di
bawah Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi.
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Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 16 - 1b- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOB]I,
=

NADAR
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 42
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